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sesuai tenggat waktu yang telah ditént kan dapat dijatuhi sanksi
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2017 tentang Laporan Harta %kayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) di lingkungan Dewan Perwakijlan Rakyat Daerah Kota

J;k berlaku.

Madiun dicabut dan dinyatakan ti
KEDELAPAN :  Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Dagrah ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan;

Tembusan:

Yth 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2.Menteri Negara pemberdayaan Aparatur Negara di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
4. Sekretaris DPRD Kota Madiun.




